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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam struktur 
landasan hukum dan dinamika regulasi perbankan syariah di Indonesia. 
Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur yang ekstensif, artikel ini 
membedah proses harmonisasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) 
ke dalam hukum positif melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa eksistensi Undang-Undang Perbankan 
Syariah memberikan kepastian hukum dan independensi kelembagaan 
yang mutlak bagi operasional bank. Sinergi pengawasan ganda antara 
kepatuhan syariat dan prinsip kehati-hatian perbankan terbukti ampuh 
dalam memitigasi risiko kegagalan sistemik. Kesimpulannya, kerangka 
hukum dan regulasi yang solid, adaptif terhadap inovasi digital, serta pro-
syariat merupakan prasyarat utama untuk menjamin stabilitas likuiditas, 
membangun kepercayaan publik, dan meneguhkan daya saing industri 
perbankan syariah di kancah makroekonomi.Kata Kunci: Landasan 
Hukum, Regulasi Perbankan, Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah, 
Otoritas Jasa Keuangan. 
 
AbstractThis study aims to examine in depth the structure of the legal 
foundation and the regulatory dynamics of Islamic banking in Indonesia. 
Through a qualitative approach and extensive literature review, this article 
dissects the process of harmonizing the fatwas of the National Sharia Board 
(DSN-MUI) into positive law through the Financial Services Authority 
Regulations (POJK). The results of the analysis show that the existence of 
the Islamic Banking Law provides absolute legal certainty and institutional 
independence for bank operations. The synergy of dual supervision 
between sharia compliance and prudential banking principles is proven 
effective in mitigating the risk of systemic failure. In conclusion, a solid legal 
and regulatory framework that is adaptive to digital innovation and pro-
sharia is the main prerequisite for ensuring liquidity stability, building public 
trust, and affirming the competitiveness of the Islamic banking industry in 
the macroeconomic arena.Keywords: Legal Foundation, Banking 
Regulation, Islamic Banking, Sharia Compliance, Financial Services 
Authority. 
 
Pendahuluan Kehadiran industri perbankan syariah di Indonesia 
membutuhkan fondasi yang sangat kokoh agar dapat beroperasi secara 
optimal di tengah dominasi sistem keuangan konvensional. Sistem 
perbankan ganda atau dual banking system yang dianut oleh negara 
menuntut adanya kerangka hukum yang secara spesifik mengatur 
operasional bank berlandaskan prinsip syariat Islam. Tanpa adanya 
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landasan hukum yang kuat, bank syariah akan rentan terhadap risiko 
ketidakpastian yuridis yang dapat mengganggu fungsi intermediasinya. 
Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang komprehensif menjadi langkah 
strategis dan krusial bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan 
maksimal bagi nasabah serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di 
sektor keuangan syariah nasional (Ahmad, 2021). 
 
Evolusi landasan hukum perbankan syariah di Indonesia mengalami proses 
yang cukup panjang dan berliku sejak awal berdirinya pada era sembilan 
puluhan. Pada awalnya, operasional bank syariah hanya berlindung di 
bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengakui eksistensi 
bank dengan sistem bagi hasil. Namun, seiring dengan pertumbuhan aset 
dan kompleksitas produk yang semakin pesat, payung hukum tersebut 
dirasa tidak lagi memadai. Puncak dari pengakuan legal ini terwujud melalui 
pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, yang secara definitif memberikan kepastian hukum, independensi 
kelembagaan, serta ruang gerak yang jauh lebih luas bagi industri 
perbankan syariah (Siregar, 2022). 
 
Dalam konstelasi sistem hukum nasional, regulasi perbankan syariah 
mensyaratkan adanya sinergi yang harmonis antara hukum positif negara 
dan hukum fikih muamalah. Negara, melalui otoritas terkait seperti Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), hadir untuk memastikan 
bahwa institusi perbankan beroperasi sesuai dengan standar tata kelola 
dan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Di sisi lain, kepatuhan 
terhadap prinsip syariat harus terus dikawal agar tidak terjadi pergeseran 
nilai dalam praktik di lapangan. Sinergi dua entitas hukum ini melahirkan 
sebuah kerangka regulasi unik yang menyeimbangkan antara orientasi 
pencapaian keuntungan bisnis material dengan penegakan nilai-nilai 
moralitas agama secara kaffah (Lubis, 2020). 
 
Posisi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
menempati peran yang sangat sentral dalam arsitektur regulasi perbankan 
syariah di tanah air. DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga otoritatif 
yang memiliki kewenangan mutlak untuk menerbitkan fatwa terkait 
keabsahan produk, akad, dan operasional lembaga keuangan syariah. 
Fatwa-fatwa ini pada dasarnya merupakan panduan moral keagamaan, 
namun dalam konteks hukum tata negara Indonesia, fatwa tersebut diserap 
dan ditransformasikan menjadi peraturan perundang-undangan yang 
mengikat. Mekanisme penyerapan fatwa ke dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (POJK) ini menjadi jembatan vital yang menghubungkan 
idealisme teks-teks fikih klasik dengan realitas kebutuhan bisnis keuangan 
modern (Nasution, 2023). 
 
Meskipun kerangka regulasi telah terbangun dengan cukup mapan, 
tantangan harmonisasi antara teori hukum dan praktik operasional di 
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lapangan masih sering memicu problematika tersendiri. Salah satu isu 
krusial adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang kerap kali 
bersinggungan dengan ranah hukum perdata umum. Sebelum adanya 
ketegasan wewenang, sering terjadi dualisme putusan antara Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Agama yang membingungkan para pelaku industri. 
Transformasi regulasi kemudian menegaskan bahwa kewenangan absolut 
penyelesaian sengketa perbankan syariah berada di tangan Pengadilan 
Agama, yang secara langsung menuntut peningkatan kapasitas hakim 
dalam memahami kompleksitas akad-akad perbankan kontemporer agar 
dapat memutus perkara secara adil (Hakim, 2021). 
 
Oleh karena itu, penulisan artikel ini dirumuskan secara khusus untuk 
mengkaji dan membedah dinamika landasan hukum serta regulasi 
perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi bagaimana arsitektur regulasi dibangun, 
diimplementasikan, dan dievaluasi dalam merespons perkembangan 
industri keuangan yang kian kompleks. Melalui penelaahan literatur yang 
komprehensif, kajian ini diharapkan sanggup mengurai berbagai tantangan 
yurisprudensi dan memberikan rekomendasi strategis bagi para pembuat 
kebijakan. Pada akhirnya, fondasi hukum dan regulasi yang solid, adaptif, 
serta pro-syariat merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan 
keberlanjutan, stabilitas, dan daya saing industri perbankan syariah 
nasional di tengah arus globalisasi ekonomi (Fauzi, 2022). 
 
Kajian Teori 
 
Landasan Hukum Perbankan Syariah Landasan hukum perbankan 
syariah merupakan fondasi yuridis yang memberikan legitimasi operasional 
bagi lembaga keuangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip 
Islam. Dalam konteks tata negara Indonesia, landasan ini 
merepresentasikan perpaduan yang sangat unik antara nilai-nilai hukum 
agama yang bersifat universal dengan sistem hukum positif nasional yang 
bersifat mengikat secara teritorial. Eksistensi landasan hukum ini bukan 
sekadar alat legitimasi administratif, melainkan sebuah kerangka 
perlindungan perlindungan mutlak bagi hak-hak nasabah dan 
kelangsungan hidup institusi. Dengan adanya kepastian hukum, para 
investor dan masyarakat luas memiliki jaminan bahwa dana yang mereka 
tempatkan dikelola dengan standar integritas dan kepatuhan yang ketat 
(Zain, 2021). 
 
Tonggak sejarah paling monumental dalam penguatan landasan hukum ini 
adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. Kehadiran undang-undang ini secara radikal 
memisahkan regulasi bank syariah dari bayang-bayang bank konvensional, 
memberikan identitas kelembagaan yang sepenuhnya mandiri. Undang-
undang ini mengatur secara detail mengenai persyaratan perizinan, jenis 
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kegiatan usaha, tata kelola perusahaan, hingga mekanisme penyelesaian 
sengketa yang berbasis syariat. Payung hukum yang berdiri sendiri ini 
membuktikan komitmen serius dari pemerintah negara Republik Indonesia 
dalam mendukung penuh pengembangan ekosistem ekonomi Islam, 
sekaligus memberikan perlindungan hukum yang setara bagi para pelaku 
industri keuangan syariah secara nasional (Arifin, 2023). 
 
Dalam hierarki landasan hukum perbankan syariah, kedudukan fatwa yang 
diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) memiliki keistimewaan tersendiri. Secara teoritis, fatwa ulama 
merupakan opini hukum Islam yang pada asalnya tidak memiliki kekuatan 
eksekutorial yang memaksa warga negara. Namun, sistem hukum 
Indonesia mengadopsi mekanisme transformasi di mana substansi fatwa 
DSN-MUI wajib dijadikan dasar rujukan utama dalam perumusan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Melalui proses penyerapan inilah, fatwa 
yang semula bersifat moral-persuasif berubah wujud menjadi hukum positif 
yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh entitas perbankan syariah 
tanpa ada toleransi pelanggaran sedikit pun (Usman, 2022). 
 
Aspek krusial lainnya dari landasan hukum ini adalah penegasan mengenai 
kewenangan absolut peradilan dalam menangani sengketa ekonomi 
syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah secara eksplisit menunjuk 
Pengadilan Agama sebagai institusi tunggal yang berwenang 
menyelesaikan perkara litigasi antara pihak bank dan nasabah. Penunjukan 
ini merupakan langkah revolusioner karena mengakhiri ambiguitas 
yurisdiksi hukum perdata di masa lalu yang sering kali merugikan pihak 
bank syariah. Dengan diserahkannya wewenang ini kepada hakim yang 
memahami epistemologi hukum Islam, diharapkan setiap putusan sengketa 
dapat mencerminkan rasa keadilan substantif yang sejalan dengan 
semangat kebenaran akad muamalah, serta memperkuat yurisprudensi 
ekonomi syariah di masa depan (Hasan, 2021). 
 
Regulasi dan Pengawasan Kelembagaan Regulasi dan pengawasan 
kelembagaan dalam perbankan syariah melibatkan arsitektur otoritas yang 
sangat kompleks dan bersifat multidimensi. Ekosistem ini diawasi oleh tiga 
pilar utama yang saling bersinergi, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
untuk pengawasan mikroprudensial, Bank Indonesia (BI) untuk penjagaan 
stabilitas makroprudensial, dan DSN-MUI untuk aspek kepatuhan syariat. 
Pembagian wewenang yang terstruktur ini dirancang untuk memastikan 
bahwa institusi bank syariah tidak hanya tangguh secara rasio permodalan 
dan likuiditas, tetapi juga suci dari unsur-unsur transaksi yang diharamkan. 
Sinergitas ketiga otoritas ini menciptakan jaring pengaman sistemik yang 
sangat tebal dalam memitigasi potensi krisis perbankan di skala nasional 
(Ghazali, 2022). 
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan serangkaian regulasi teknis 
yang secara khusus mendikte tata kelola operasional harian bank syariah. 
Regulasi ini mencakup aturan mengenai standar kecukupan modal 
minimum, batas maksimal penyaluran dana pembiayaan, hingga kewajiban 
penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Sharia Corporate 
Governance. Peraturan OJK (POJK) didesain dengan tingkat kehati-hatian 
yang sangat ekstra untuk mencegah bank syariah mengambil risiko bisnis 
yang terlampau spekulatif. Ketegasan regulasi ini terbukti sangat ampuh 
dalam memaksa manajemen bank untuk selalu memelihara tingkat 
kesehatan rasio keuangan mereka agar terus berada di atas ambang batas 
aman yang telah ditetapkan oleh negara (Hidayat, 2020). 
 
Pada level pengawasan internal, regulasi mewajibkan setiap bank syariah 
untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan 
tersertifikasi. DPS berkedudukan sejajar dengan dewan komisaris dan 
berfungsi sebagai kepanjangan tangan DSN-MUI di dalam struktur 
korporasi perbankan. Tugas utama DPS adalah memantau, mengevaluasi, 
dan mengaudit secara berkala seluruh produk serta transaksi bank untuk 
memastikan kepatuhan absolut terhadap fatwa syariah. Kehadiran DPS 
yang proaktif sangat krusial dalam mencegah terjadinya risiko 
ketidakpatuhan syariah (sharia non-compliance risk) yang dapat berujung 
pada pencabutan izin produk, sanksi denda administratif, hingga hancurnya 
reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan tersebut 
(Kurniawan, 2023). 
 
Menghadapi era disrupsi teknologi, dinamika regulasi perbankan syariah 
dituntut untuk beradaptasi dengan kecepatan inovasi layanan finansial 
digital. Regulator harus mampu merumuskan aturan main baru terkait 
implementasi perbankan terbuka (open banking), proses identifikasi 
nasabah elektronik (e-KYC), hingga pengamanan arsitektur keamanan 
siber. Regulasi kontemporer ini harus mampu memberikan ruang 
fleksibilitas bagi bank syariah untuk berinovasi tanpa harus melanggar 
batas-batas kehati-hatian atau kaidah fikih muamalah. Kemampuan otoritas 
dalam memperbarui kerangka regulasi secara responsif dan progresif ini 
akan sangat menentukan apakah perbankan syariah mampu bertahan dan 
memenangkan kompetisi brutal di tengah maraknya kemunculan 
perusahaan rintisan teknologi finansial saat ini (Putra, 2021). 
 
Metode Penelitian Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif 
deskriptif yang bertumpu pada pendekatan studi literatur (library research) 
secara komprehensif. Pengumpulan data difokuskan pada penelaahan 
dokumen hukum primer dan sekunder, yang mencakup Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (POJK), fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta 
kompilasi yurisprudensi Mahkamah Agung. Selain itu, kajian ini juga 
didukung oleh penelusuran artikel jurnal akademik terakreditasi yang 
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membahas isu regulasi keuangan Islam. Analisis data dilakukan melalui 
teknik deskriptif-analitis untuk membedah harmonisasi antara hukum positif 
dan prinsip syariat, tanpa melibatkan instrumen pengukuran kuantitatif 
maupun uji statistik matematis. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Harmonisasi Fatwa DSN-MUI ke dalam Hukum Positif Proses 
harmonisasi fatwa DSN-MUI ke dalam kerangka hukum positif Indonesia 
merupakan sebuah fenomena yurisprudensi yang sangat revolusioner 
dalam sistem ketatanegaraan. Harmonisasi ini direalisasikan melalui 
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara sistematis 
menyerap substansi fatwa ulama ke dalam produk Peraturan OJK (POJK) 
yang bersifat imperatif. Melalui proses penyerapan ini, doktrin-doktrin moral 
hukum Islam bermetamorfosis menjadi aturan perundang-undangan 
negara yang memiliki sanksi hukum memaksa bagi pelanggarnya. Integrasi 
ini membuktikan bahwa sistem hukum nasional sangat akomodatif terhadap 
nilai-nilai hukum agama, sekaligus memberikan kepastian yuridis yang 
absolut bagi operasional seluruh lembaga keuangan syariah yang 
beroperasi di wilayah hukum Indonesia (Tanjung, 2021). 
 
Meskipun secara konseptual terlihat ideal, proses harmonisasi ini di 
lapangan sering kali dihadapkan pada kendala teknis dan perbedaan 
interpretasi. Teks fatwa yang menggunakan terminologi fikih klasik Arab 
acap kali sulit diterjemahkan ke dalam bahasa hukum perbankan 
konvensional yang terstruktur kaku. Kesenjangan bahasa hukum ini 
terkadang menimbulkan kerancuan bagi para praktisi perbankan dan 
auditor legal saat menyusun draf kontrak perjanjian standar (standard 
contract). Oleh karena itu, OJK bersama DSN-MUI terus berupaya merilis 
buku panduan kodifikasi produk perbankan syariah yang menyelaraskan 
definisi teknis operasional agar tidak memicu multitafsir yang dapat 
berujung pada sengketa keperdataan di pengadilan agama (Nawawi, 
2022). 
 
Dinamika harmonisasi ini juga sangat terlihat ketika perbankan syariah 
mulai meluncurkan inovasi produk pembiayaan kontemporer seperti 
Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Skema kepemilikan bertahap ini pada 
awalnya memicu perdebatan hukum terkait mekanisme pencatatan 
perpindahan aset dan pengenaan pajak berganda yang memberatkan 
nasabah. Merespons kendala tersebut, regulator kemudian melakukan 
revisi aturan perpajakan dan merilis POJK baru yang secara spesifik 
mengakui karakteristik unik dari akad MMQ. Studi kasus ini menunjukkan 
bahwa kerangka regulasi perbankan syariah bersifat sangat dinamis, hidup, 
dan selalu membuka ruang penyesuaian hukum positif demi mendukung 
pertumbuhan instrumen pembiayaan yang lebih progresif, adil, dan ramah 
terhadap konsumen (Nugroho, 2020). 
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Penegasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam memutus 
sengketa perbankan syariah memberikan pilar stabilitas yang sangat kokoh 
bagi landasan hukum nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara 
definitif telah menghapus praktik dualisme penyelesaian sengketa, di mana 
sebelumnya nasabah dapat memilih untuk menggugat melalui Pengadilan 
Negeri umum. Keputusan konstitusional ini memastikan bahwa sengketa 
yang lahir dari rahim akad syariah harus diselesaikan menggunakan 
kacamata hukum formil dan materiil syariah. Eksistensi Pengadilan Agama 
yang semakin kuat ini pada gilirannya menstimulasi para hakim untuk terus 
menggali penemuan hukum baru (rechtsvinding) yang memperkaya 
khazanah yurisprudensi ekonomi syariah di lingkungan peradilan Indonesia 
(Sari, 2021). 
 
Secara komprehensif, keberhasilan harmonisasi antara hukum positif, 
fatwa syariah, dan penegakan keadilan di ruang sidang telah menciptakan 
iklim investasi yang sangat kondusif. Kepastian hukum ini memberikan rasa 
aman yang tak ternilai bagi para investor domestik maupun pemodal asing 
dari kawasan Timur Tengah untuk menanamkan modalnya di perbankan 
syariah Indonesia. Mereka memiliki garansi bahwa setiap sen dana yang 
diinvestasikan terlindungi oleh konstitusi negara secara berlapis, sekaligus 
terjaga kesuciannya secara teologis. Stabilitas fundamental hukum inilah 
yang menjadi kunci utama mengapa industri perbankan syariah nasional 
terus mencatatkan kurva pertumbuhan aset yang positif meskipun 
perekonomian makro sering kali mengalami kontraksi (Wijaya, 2022). 
 
Dinamika Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dinamika 
pengawasan yang diorkestrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
menunjukkan pendekatan regulasi yang sangat ketat namun tetap suportif 
terhadap industri perbankan syariah. OJK mengimplementasikan kerangka 
pengawasan ganda (dual-track supervision) yang secara simultan 
memonitor tingkat kesehatan finansial bank serta integritas kepatuhan 
syariahnya. Pendekatan holistik ini mengharuskan bank syariah untuk tidak 
hanya melaporkan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Financing) 
secara rutin, tetapi juga melaporkan hasil audit pelaksanaan akad dari 
Dewan Pengawas Syariah. Mekanisme pengawasan terpadu ini sangat 
krusial untuk mendeteksi secara dini anomali operasional yang berpotensi 
memicu kegagalan sistemik, sehingga otoritas dapat segera meluncurkan 
tindakan korektif pencegahan (Yusuf, 2021). 
 
Dalam upaya menekan risiko operasional, OJK juga sangat agresif dalam 
memaksa perbankan syariah untuk mengimplementasikan Sharia 
Corporate Governance (SCG) secara kaffah. Regulasi OJK mewajibkan 
pendirian unit kepatuhan syariah internal yang bekerja secara independen 
di luar struktur manajemen bisnis. Unit ini bertugas sebagai satuan 
pengawas harian yang memastikan setiap formulir transaksi, brosur 
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pemasaran, hingga kode algoritma sistem perbankan telah sesuai dengan 
pakem fatwa. Kewajiban penerapan SCG ini berhasil mentransformasi 
budaya kerja perbankan syariah menjadi jauh lebih disiplin, transparan, dan 
akuntabel, serta mengeliminasi praktik moral hazard yang kerap kali 
disembunyikan oleh oknum eksekutif di balik target laba komersial 
(Ramadhan, 2020). 
 
Ketegasan OJK sebagai regulator tertinggi juga tercermin dari instrumen 
sanksi dan penegakan hukum administratif yang dimilikinya terhadap bank 
syariah pelanggar aturan. OJK tidak segan untuk menjatuhkan surat 
peringatan keras, pembekuan izin peluncuran produk baru, hingga sanksi 
denda finansial miliaran rupiah apabila sebuah institusi terbukti secara 
sengaja menabrak rambu-rambu kehati-hatian perbankan. Dalam kasus 
pelanggaran kepatuhan syariah yang bersifat fatal, otoritas berhak 
merekomendasikan pemberhentian jajaran dewan direksi secara paksa. 
Rezim sanksi yang tegas tanpa kompromi ini menciptakan efek jera 
(deterrent effect) yang sangat efektif, memaksa seluruh pelaku industri 
untuk selalu memprioritaskan manajemen risiko dalam setiap pengambilan 
keputusan strategis (Ismail, 2023). 
 
Memasuki era revolusi industri perbankan digital, OJK dituntut untuk 
merombak arsitektur regulasinya agar lebih adaptif terhadap inovasi 
layanan teknologi tanpa cabang (branchless banking). OJK secara 
progresif telah menerbitkan regulasi komprehensif terkait manajemen risiko 
teknologi informasi yang mewajibkan bank syariah membangun benteng 
keamanan siber (cybersecurity) berlapis. Regulasi ini mengatur secara rigid 
prosedur penyimpanan data privasi nasabah, autentikasi transaksi 
elektronik, hingga mekanisme mitigasi peretasan sistem. Kehadiran payung 
hukum siber ini memberikan legitimasi dan landasan pacu bagi bank 
syariah untuk melesat meluncurkan aplikasi-aplikasi super (super apps) 
yang mutakhir, sehingga mereka dapat bersaing secara head-to-head 
dengan raksasa bank konvensional (Karim, 2021). 
 
Kesimpulan dari analisis dinamika pengawasan OJK ini menegaskan 
bahwa regulasi bukanlah instrumen pengekang, melainkan sabuk 
pengaman yang menjamin kelangsungan hidup industri perbankan syariah. 
Kerangka regulasi yang diarsiteki oleh OJK berhasil menciptakan 
ekuilibrium atau keseimbangan yang sempurna antara tuntutan inovasi 
bisnis modern dan penjagaan nilai-nilai konservatif agama. Ketangguhan 
sistem hukum dan pengawasan kelembagaan ini telah teruji secara empiris 
dalam melindungi perbankan syariah nasional dari hantaman badai krisis 
ekonomi global yang silih berganti. Pada akhirnya, kepatuhan absolut 
terhadap regulasi OJK adalah prasyarat tak tertawar bagi bank syariah 
untuk meraih kepercayaan abadi dari jutaan nasabah muslim di seluruh 
pelosok nusantara (Baharuddin, 2022). 
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Kesimpulan Berdasarkan serangkaian kajian literatur dan analisis 
mendalam, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum dan regulasi 
perbankan syariah di Indonesia telah mencapai tingkat kematangan 
struktural yang sangat impresif. Lahirnya Undang-Undang Perbankan 
Syariah dan harmonisasi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi OJK 
memberikan kepastian hukum yang kokoh dan independensi kelembagaan 
yang mutlak. Dinamika pengawasan otoritas yang berlandaskan pada 
prinsip prudential banking dan sharia compliance terbukti sukses 
menciptakan jaring pengaman yang melindungi industri dari risiko sistemik 
maupun kegagalan kepatuhan etis. Ke depan, sinergi yang 
berkesinambungan antara legislator, regulator, dan otoritas fatwa harus 
terus diperkuat untuk memastikan kerangka hukum tetap responsif 
terhadap laju inovasi teknologi digital, sehingga perbankan syariah dapat 
terus tumbuh menjadi pilar utama ekonomi nasional yang inklusif, 
berkeadilan, dan tahan banting. 
 
Daftar Pustaka 
 
Ahmad, R. (2021). Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. 
Pustaka Fikih. 
 
Arifin, Z. (2023). Dinamika Implementasi Undang-Undang Perbankan 
Syariah. Jurnal Bisnis Syariah, 9(3), 112-128. 
 
Baharuddin, A. (2022). Ekuilibrium Inovasi Bisnis dan Pengawasan Syariah. 
Jurnal Kajian Muamalah, 8(2), 77-92. 
 
Fauzi, A. (2022). Rekonstruksi Hukum dan Regulasi Ekonomi Islam. Jurnal 
Ekonomi dan Hukum Islam, 13(1), 33-49. 
 
Ghazali, M. (2022). Arsitektur Pengawasan Ganda dalam Sistem 
Perbankan. Jurnal Fikih Kontemporer, 7(4), 200-215. 
 
Hakim, L. (2021). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa 
Perbankan. Jurnal Ekonomi Publik, 7(1), 55-70. 
 
Hasan, N. (2021). Yurisprudensi Ekonomi Syariah di Indonesia. Media 
Akademika. 
 
Hidayat, T. (2020). Analisis Regulasi Mikroprudensial Otoritas Jasa 
Keuangan. Jurnal Ekonomi Syariah, 13(2), 120-135. 
 
Ismail, S. (2023). Manajemen Risiko dan Sanksi Administratif Perbankan. 
Citra Pustaka. 
 



  

 

 

An-Najah: Journal of Islamic Economics 

Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026 

 
https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en 

 

Karim, A. (2021). Transformasi Regulasi Siber dalam Perbankan Terbuka. 
Jurnal Kajian Ekonomi Nasional, 11(2), 140-155. 
 
Kurniawan, D. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mitigasi 
Risiko. Jurnal Sosiologi Keuangan, 10(1), 41-58. 
 
Lubis, H. (2020). Sinergitas Hukum Positif dan Hukum Fikih Muamalah. 
Jurnal Pembangunan Ekonomi, 8(4), 99-114. 
 
Nasution, A. (2023). Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Hukum 
Ketatanegaraan. Jurnal Manajemen Aset, 9(2), 67-82. 
 
Nawawi, Z. (2022). Kodifikasi Terminologi Fikih dalam Standar Kontrak. 
Jurnal Ekonomi Internasional Islam, 6(1), 15-30. 
 
Nugroho, B. (2020). Implikasi Hukum Akad Musyarakah Mutanaqisah. 
Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 7(2), 85-102. 
 
Putra, E. (2021). Dinamika Regulasi Fintech dan Perbankan Digital. Jurnal 
Bisnis dan Investasi, 10(3), 170-185. 
 
Rahman, F. (2020). Kepercayaan Publik pada Regulasi Keuangan Islam. 
Penerbit Salemba. 
 
Ramadhan, M. (2020). Implementasi Sharia Corporate Governance oleh 
OJK. Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 14(1), 50-65. 
 
Sari, I. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi dan Yurisdiksi Sengketa. 
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(3), 45-60. 
 
Siregar, P. (2022). Evaluasi Dampak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008. Jurnal Arsitektur Finansial, 5(2), 23-39. 
 
Tanjung, H. (2021). Transformasi Nilai Agama Menjadi Hukum Positif. 
Jurnal Hukum Positif, 9(1), 11-26. 
 
Usman, K. (2022). Karakteristik Fatwa Ulama dalam Hierarki Hukum 
Nasional. Jurnal Kebijakan Publik Islam, 4(1), 30-45. 
 
Wijaya, A. (2022). Stabilitas Investasi Melalui Kepastian Hukum Perbankan. 
Jurnal Akuntansi Syariah, 9(4), 88-105. 
 
Yusuf, M. (2021). Dual-Track Supervision pada Industri Perbankan. 
Pustaka Pelajar. 
 



  

 

 

An-Najah: Journal of Islamic Economics 

Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026 

 
https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en 

 

Zain, M. (2021). Esensi Perlindungan Nasabah dalam Hukum Ekonomi 
Syariah. Jurnal Edukasi Ekonomi, 11(3), 77-90. 
 


